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BAB IV 

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN 

PIDANA ANAK TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN 

NEGERI GRESIK NOMOR: 04/PEN PID SUS-ANAK/2014/PN GSK  

 

A. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penetapan Pengadilan 

Negeri Gresik Nomor 04/Pen Pid Sus Anak/2014/PN Gsk. 

Permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh anak 

telah sering kali terjadi, dari kategori tindak pidana yang ringan 

sampai yang berat. Dan semua sudah diatur dalam peraturan 

perundangan yang ada. Dari dasar hukum yang ada tentunya seorang 

hakim mempunyai acuan  untuk dijadikan pertimbangan hukum 

sebelum memutuskan suatu perkara. 

Dalam penetapan pengadilan Gresik tersebut hakim 

mengacu pada undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem 

peradilan pidana anak yang membahas tentang diversi. Salah satu 

poertimbangan hukumannya yaitu proses diversi dilakukan secara 

musyawarah.  

"Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan 

melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau 

orang tua/Walinya, PembimbingKemasyarakatan, dan 

Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan 

Keadilan Restoratif"
51
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Jika kita melihat dalam hukum pidana Islam dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan, sebelum diadili akan dilakukan 

suatu musyawarah, guna bisa menyelesaikan perkara yang ada 

dengan penyelesaian yang baik, yang adil tetapi tetap akan 

menimbulkan efek jera bagi yang melakukan tindak pidana.  

Esensi dari hukuman bagi pelaku suatu jarimah (tindak 

pidana) Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan (ar-rad ‘u 

wa al-zajru), dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran (al-islah 

wa at-tahzib). Dengan tujuan tersebut, pelaku jarimah diharapkan 

tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu juga 

merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan 

hal yang sama.
52

 

Memang ada sedikit perbedaan dalam hukum pidana Islam 

dan hukum pidana positif, jika dalam hukum positif keadilan 

restorative yaitu penyelesaian yang lebih menekankan pemulihan 

kembali bukan pembalasan, tetapi dalam Islam disebutkan esensi 

hukumannya merupakan pembalasan. Pembalasan disini berarti 

seorang yang akan melakukan tindak pidana harus mengerti bahwa 

hukuman yang diberikan itu sesuai dengan tindak pidana yang 

dilakukan. 
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 Imron, Ali, Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita 

Hukum Nasional Indonesia (Semarang: Walisongo Press, 2009), 108 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

62 

Melihat dari kategori umur anak dalam kasus tersebut 

anak masih berumur 15 tahun dan dalam hukum positif dilakukan 

diversi. Jika dalam undang-undang disebutkan: 

"Anak yang berkonflik dengan hukum yang sekanjutnya 

disebut anak adalah yang berumur 12 (dua belas) tahun, 

tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang 

diduga melakukan tindak pidana".
53

 

 

Dalam hukum Islam ada banyak pendapat mengenai 

masalah umur anak yang melakukan tindak pidana. Mazhab Syafi’i  

menyebutkan bahwa kriteria baligh untuk laki-laki dan perempuan 

15 tahun. Mazhab maliki menyebutkan bahwa kriteria baligh untuk 

laki-laki dan perempuan 18 tahun. Mazhab Hanafi menyebutkan 

bahwa kriteria baligh untuk laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 

tahun, dan Mazhab Hanbali kriteria baligh sama dengan Syafi’iyah. 

Dengan demikian pandangan hukum pidana Islam 

terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak bahwa kondisi di 

bawah umur merupakan sebab hapusnya hukuman sehingga tidak 

bisa dibebani pertanggungjawaban pidana. 

Sesuai dengan hadist : 

 حَتَّي الصَّبِيِ عَهِ وَ يَسْتَّيْقِظَ، حَتَّي النَّائِمِ عَهِ:  ثَلَاثَةَ عَهْ قَلَمُ رُفِعَ

 (عائشة عه احمد رواه) يَفِقَ حَتَّي المَجْنُّوْنِ وَعَهِ يُحْتَّلِمَ،
 

Artinya: "Diriwayatkan dari Ali, bahwa Nabi SAW 

bersabda: tidaklah dicatat dari tiga hal: dari orang yang tidur hingga 
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dia bangun, dari anak-anak hingga dia baligh dan dari orang gila 

hingga waras.
54

 (H.R Ahmad dan Aisyah) 

 

Anak yang berusia dibawah 7 tahun tidak dikenakan 

hukuman ataupun pengajaran. Namun jika anak berusia 7-15 tahun 

tidak dikenakan hukum tetapi dikenakan pengajaran. Jika anak 

berumur 15 tahun ke atas maka dapat dikenakan 

pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, dalam syari'at Islam 

diakui bahwa terhadap anak tidak harus dikenakan pidana, tetapi 

dapat dikenakan pengajaran perdata, dan pembinaan. 

Hal ini sudah sangat sesuai dengan pertimbangan hakim 

yang tertuang dalam penetapan tersebut, karena anak juga masih 

berumur 15 tahun, dalam hukum pidana  Islam anak yang sudah 

berumur 15 tahun sudah dapat dikenakan hukuman perdata. Yang 

juga sesuai dengan keputusan hakim bahwa anak telah 

bertanggungjawab dengan membayar ganti rugi. 

Dasar pertimbangan hakim: 

"Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana 

yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak 

pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih 

dari upah minimum setempat sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik 

bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing 

Masayarakat serta dapat melibatkan tokoh masyarakat".
55

 

 

Dalam kaitannya hukum pidana Islam, kadar melakukan 

tindak pidana tidak menjadi ukuran seberapa besar anak mendapat 
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hukuman, dan dalam hukum Islam juga tidak disebutkan apa saja 

tindak pidana dan hukumannya.  

Jika kita melihat uraian diatas, bila anak tersebut 

melakukan tindak pidana (jarimah), tampak ada kesesuaian dengan 

diversi, yaitu bagi pelaku anak yang berusia 7-15 tahun, dimana 

mereka hanya dikenakan pengajaran dan tidak boleh dikenakan 

hukuman. Sanksi pengajaran ini sama dengan salah satu jenis 

program diversi. Selain itu dalam syari'at Islam, bahwa anak yang 

berumur 7-15 tahun atau 18 tahun tidak dapat dikenakan sanksi 

pidana, tetapi sanksi pengajaran, baik oleh orang tuanya atau pihak 

lainnya. Hal inilah yang dapat dinyatakan ada kesesuaian antara 

diversi dengan pelaku terhadap anak yang melakukan tindak pidana 

menurut syari'at Islam. 

 

B. Tinjauan Hukum Positif terhadap Penetapan Pengadilan Negeri 

Gresik Nomor 04/Pen Pid Sus Anak/2014/PN Gsk. 

Dalam pertimbangan hukum hakim terhadap penetapan 

nomor:04/Pen Pid Sus Anak/2014/PN Gsk mengacu pada Pasal 12 

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 

8 ayat 1 disebutkan 

"Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan 

melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau 

orang tua/Walinya, PembimbingKemasyarakatan, dan 
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Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan 

Keadilan Restoratif"
56

 

 

Jika dilihat dari pengertian diversi, diversi adalah 

pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana 

ke proses di luar peradilan pidana. Dimana anak yang melakukan 

tindak pidana setelah adanya Undang-undang nomor 11 tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan solusi dan 

penyelesaian terbaru yang bertujuan untuk mencapai perdamaian 

antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses 

peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, 

mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa 

tanggung jawab kepada Anak.  

Diversi berarti tidak dilakukan melalui cara pidana, 

melainkan perdamaian dengan mempertemukan korban dan pelaku 

beserta keluarganya, serta pihak lain beserta penegak hukum. Para 

pihak ini kemudian secara bersama-sama mencari penyelesaian yang 

adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, 

dan bukan pembalasan, yang dikenal dengan keadilan restotatif. 

Musyawarah yang dilakukan oleh fasilitator hakim 

sebagai salah satu proses diversi sudah sesuai dengan undang-

undang yang berlaku, yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2012 

tentang sistem peradilan pidana anak. karna memang penyelesaian 

diversi dilakukan secara musyawarah oleh berbagai pihak, tidak 
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hanya fasilitator hakim, keluaarga korban dan pelaku tetapi juga 

pihak-pihak lainnya dari penegak hukum ikut membantu 

menyelesaikan proses diversi. 

Anak dalam undang-undang ini dibatasi dari umur 12 

tahun sampai dengan 18 tahun, sesuai dengan pasal 1 ayat 3 undang-

undang nomor 11 tahun 2012  

"Anak yang berkonflik dengan hukum yang sekanjutnya 

disebut anak adalah yang berumur 12 (dua belas) tahun, 

tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang 

diduga melakukan tindak pidana".
57

 

 

Disamping pertimbangan hukum hakim diatas, terdapat 

pertimbangan hukum dalam Pasal 10 Undang-undang nomor 11 

tahun 2012  

"Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana 

yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak 

pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih 

dari upah minimum setempat sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik 

bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing 

Masayarakat serta dapat melibatkan tokoh masyarakat".
58

 

 

Jadi dalam penyelesaian secara diversi tidak semua tindak 

pidana yang ada harus dilakukan diversi, disebutkan dalam undang-

undang-undang harus ada banyak persyaratnnya, salah satunya yang 

disebutkan dalam pasal 10 diatas, disebutkan juga dalam undang-

undang nomor 11 tahun 2012 yaitu hukuman tidak lebih dari 7 

tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jika kita 
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cermati hukuman yang lebih dari 7 tahun tergolong tindak pidana 

berat, yang pasti telah memenuhi semua unsur tindak pidana, dan 

bukan merupakan pengulangan tindak pidana, yaitu anak baru 

pertama kalinya melakukan tindak pidana, jika anak telah melakukan 

tindak pidana lebih dari sekali bahwa ada indikasi anak tersebut 

sudah menjadi kebiasaan melakukan tindak pidana.  

Dimana anak pada kasus yang penulis teliti baru pertama 

kalinya melakukan tindak pidana, yang mana juga merupakan tindak 

pidana ringan, jadi keputusan hakim untuk melakukan diversi 

terhadap kasus tersebut juga sangat tepat sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku. 

Dimana terkait masalah umur anak yang masih berumur 

15 tahun dan masih menyandang status pelajar ini memang sangat 

harus diperhatikan kondisi psikis dan psikologis anak, apabila anak 

tersebut diperlakukan secara pidana. Mental yang belum terbentuk 

kuat, akan menjadikan anak menjadi sosok yang penakut dengan 

proses pidana yang dijalaninya. Tetapi dengan adanya proses 

penyelesaian perkara anak di luar peradilan ini atau disebut juga 

dengan diversi merupakan penyelesaian yang terbaik untuk anak, 

dimana sangat mengedepankan kepentingan anak, dan tetap 

mengajarkan tanggung jawab kepada anak. Karena anak adalah 

generasi penerus bangsa, jadi anak harus dibimbing dan dibina sejak 

dini, agar dewasa nanti dapat mengerti nilai-nilai kemanusiaan. 
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Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara 

korban dan Anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses 

peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan,  

mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa 

tanggung jawab kepada Anak.
59

  

Aparat hukum wajib mengupayakan diversi dalam sistem 

peradilan pidana anak, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak 

dari proses peradilan pidana ke proses  di luar peradilan pidana. 

Anak yang berkonflik dengan hukum ditangani secara terlebih 

dahulu dan dilanjutkan dengan restorative justice.  

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan 

melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang 

tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial 

profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu 

juga, dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat 

melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat. Hal ini 

mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan 

keluarganya dalam proses diversi, agar proses pemulihan keadaan 

dapat tercapai sesuai dengan keadilan restorative.
60

 

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: 

a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 
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b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; 

c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga 

pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau  

d. Pelayanan masyarakat. 

Dimana dalam proses diversi yang dilakukan oleh Hakim 

ini banyak pertimbangan diantaranya karena anak juga masih 

sekolah, dari pihak orang tua juga menyanggupi untuk lebih 

meningkatkan pengawasan bimbingan kepada anak, dan anak juga 

sudah bisa bertanggungjawab atas perbuatannya, jadi keputusan 

Hakim untuk melakukan proses diversi dengan mengembalikan anak 

kepada orang tuanya, sudah sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


